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I. UMUM 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah 
untuk memberdayakan daerah dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan 
masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, 
maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif 
merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk 
meningkatkan mutu kehidupannya. 
 

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan 
suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga 
penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di 
samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan 
kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. 
 

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan 
Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang 
tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya 
mempertimbangkan  kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, 
tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, 
sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan 
Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat 
Undang-Undang   Nomor  32  Tahun   2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  
 
Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan 
organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP 
ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, 
maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
   Cukup jelas. 
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Pasal 2 
 Cukup jelas. 
             
Pasal 3 
 Ayat (1) 
            Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui 
sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. 
Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan 
bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala  
Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.  

 
Pasal 4 

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.  
 

Pasal 5 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini 
berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan 
bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”aparatur lainnya” adalah aparat pengawas 
fungsional. 

Huruf f 
 Cukup jelas. 
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Huruf g 
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah 
antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk 
hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP 
termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu 
negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum 
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan 
oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

Huruf a 
Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan 
oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau 
memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah 
dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak sampai proses peradilan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan 
hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui 
peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

     
 Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan 
Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam 
rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan 
pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain 
mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta 
meminta keterangan. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan 
berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat 
peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala 
daerah.  
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     Pasal 7 
          Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan 
perlengkapan operasional lainnya.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”norma sosial lainnya” adalah adat atau 
kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara 
moral kepada masyarakat setempat. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”membantu menyelesaikan perselisihan” 
adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga 
masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman 
dan ketertiban umum.  

 

 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di luar 
yang diatur dalam Perda. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
     Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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